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TAHUN ANGCARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUEAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: bahwa untuk melaxsanakar ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerzh

Nomor 5 Tahur: 2022 tentang Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2223, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggseran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharazn
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republix Indones:a
Nomor 4421);

4. Uncang-Undang Nomor 29 Tehun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones:a Normor 4744);

Uncang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana zelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
republik Inconesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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12.

13.

14.

15.

Undang-Uncang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerirtah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kerala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Reputlik Indonesia Tahun  20C0 Nomor 210, Tambakan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Reputlik
Indonesia Tanun 2005 Nomor 48, Tambakan Lembaran Negara
Republik Indcnaesia Nomor 4502) sebagaimana telak dizbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan a-as
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Bacan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dezerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggarasn
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lemkaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahur 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nemor 123, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan da=n
Pengawesan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahar. Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hek Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taaun 2C17 Nomor 106;

Peraturan Pzmerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanazn
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6224);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuaangan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor
6322);

Peraturan Mer:teri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2C12 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompoxan Kemampuan Keuangan Daerah  serta Pelaksanzan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Takun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacsrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Dezerah tentarg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Deerah (Beriza Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 432);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman P=nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor €72);

Peraturan Zaerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Klrusus Ibuxota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Daerah Provins: Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud deagan:

1.:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya cisingkat
APBD adalan rencana keuangan tahunan Daerah vang ditetapkan
dengan Peratiran Daerah.

. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah n:ai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenan.



3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekavaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada takun-tahun anggaran
berikutnyez.

5. Pajak Daerat adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-urdang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerzh bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh emerintah daerah untuk kepertingan orang pribadi
atau badan.

7. Pajak Kencaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan <endaraan bermotor.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjenjian dua pihak
ateu perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasuxan ke dalam badan
usaha.

9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penggunaan oahan bakar kendaraan bermotor.

10.Pajak Eotel adalah pajak atas pelayanan yang cisediakan oleh hotel.

11.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan vang disediakan oleh
restoran.

12.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan rekleme.

14.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengzunaan tenaga listrik
baix yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

15.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

16.Pajak Parkir edalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
bacan jalar, baik yang disediakan kerkaitan cengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu, Zermasuk penyediaan
tercpat nenitipan kendaraan bermotor.



17.B=a Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

18.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Ferkotaan adzlah pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatxan oleh orang pribadi atau badan, kecuali xawasan yang
digunakar: untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambargan.

19.Pzjak Rokck adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
pemerintah.

20.Belanja Mocal adalah pengeluaran anggaran untuk perolechan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)

periode akantansi.

21.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban
AFBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang
ticak dapat diprediksi sebelumnya.

22.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah
kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau cari pemerintah daerah
kepada pemerintah desa.

23.Dena Cadangan adalah dana yang cisisihkan untuk mendanai
keputuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

24.Picjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani
kewajiban untuk membayar kembali.

25.Previnsi Daerah Khusus Ibukota Jaka-ta yang selanjutnya disebut
Prcvinsi DEI Jakarta adalah previnsi yang mempunyai kekhususan
dalam penyelenggaraan pemerintahan caerah xarena kedudukannya
setagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
daerah.

Pasal 3

Anggeran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp74.380.546.088.137,00 (tujuh puluh empat triliun tiga ratus
delapan puluh miliar enam ratus empat puiuh enam juta delapan puluh
delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupian), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. Perdapatan Transfer;

c. Lair-lain Pencapatan Daerah yang sah.



(1)

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimans dimaksud da.am
Pasal 3 huraf a direncanakan sebesar Rp52.773.523.659.701,00
(ma puluh dua triliun tujuh ratus tujuh pulut tiga miliar lima ratus
dua puluk tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus
satu rupizh), vang terdiri atas:

a. Pzjak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerzh yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah vang sah.

Pejak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakar: sebesar Rp43.600.000.000.000,00 (empat puluh tiga
trliun enam ratus miliar rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaxsud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miiar
rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp542.500.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua miliar lima ratus
jura rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.031.023.659.701,00
(delapan triliun tiga puluh satu miliar dua pulah tiga juta enam ratus
lima puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah).

Pasal &

Ar.ggaran Pajax Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.600.000.0C0.000,00 (empat
puluh tiga triliun enam ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Kerndaraan Bermotor Rp9.500.000.700.000,00 (sembilan
triliun enam ratus miliar rupiah);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Berrictor Rp5.250.000.000.000,00
(enam triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah;;

c. Pajak Bahar Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.4C0.000.000.000,00
(satu triliun empat ratus miliar rupiah);

d. Pajak Rokok Rp810.000.000.00C,00 idelapan ratus sepuluh miliar
rupiah)

e. Pajak Hotel Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus
miliar rupizh);

f. Pajak Restoran Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliur: tujuh ratus

lima puluh miliar rupiah);

Pajak Hiburan Rp 600.000.020.00C,CO (enam ratus miliar rupiah);

h. Pajak Reklame Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

m



(2)

i. Pajak Penerangan Jalan Rp800 000.000.000,00 (delapan ratus
miliar ~uziah);

j. Pajak Air Tanah Rp90.000.000.000,00 ‘sembilan puluh m-liar
rupiah;

k. Pajak Parkir Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah);

l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Rp9.700.C0C.000.000,00 (sembiian trilitr tuuh ratus miliar
rupiah); dan

m. Bea  Perolechan Hak atas Tanek can Banguran

Rp7.300.C0C.000.000,00 (tujuh triliun tigz ratus miliar rupiat);

Anggaran Retriousi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Paszl 4
ayat (3) direncanakan sebesar Rp600.000.003.000,00 (enam ratus
iliar rupiahj, yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum Rp132.424.404.100,C0 (seratus tiga puiuh
dua miliar empat ratus dua puluh empat -tta empat ratus empat
ribu serazus rupiah);

b. retribusi jasa usaha Rp161.664.824.000,0C (seratus eram pu.uh
satu m:lia~ enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus cua
puluh empat ribu rupiah);

c. reiribusi perizinan tertentu RpZ05.910.771.900,00 (riga ra-us
lima m:liar sembilan ratus sepuluh juta tujah ratus tujuh puluh
satu ribu sembilan ratus rupiahj;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimsana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncenaxan sebesar
Rp542.50C.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua miliar lima
racus juta rupian), yang terdiri atas:

&. bagian .aba yang dibagikan kepada pemer:rtah daerah (deviden)
atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara
Rp8.034.873.329,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan
rupiah);

b. bagian laba yang dibagikan kepaca pemerintah daerah (deviden)
atas penyvertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerzh
Rp534.465.126.671,00 (lima ratus tiga pulua empat miliar empat
ratus eram puluh lima juta seratus dua puiuh enam r'bu enz-
ratus tujuh puluh satu rupiah);

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
daam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp8.031.023.659.701,20
(delapan triliun t:ga puluh satu miliar dua puiuh tiga juta enam ratis
lima puluh sembilan ribu tujuh ratus satu rupizh), yang terdiri ates:

a. hasil penjualan barang milik daerah vang tidak dipisahkan
Rp15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta
rupiah);

k. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan
Rp651.538 420.396,00 (enam ratus lima puluh satu miliar lima
ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puiuh ribu tiga
ratus sembilan puluh enam rupiah);



c. hasil kerja sama daerah Rp6.575.008.615,00 (enam miliar lima
ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu enam ratus enam belas
rupiah);

C. jasa giro Rp901.884.407.703,00 (sembilan ratus satu miliar
delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu
tujuh ratus tiga rupiah);

e. pendapatan bunga Rp900.822.172.000,09 (sembilan ratus miliar
delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujun puluh dua ribu
rupiahj;

f. penerimean atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah

Rp119.783.250.0C0,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus
delapan puluh sembilan juta dua ratus lim= puluh ribu rupias);

g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
Rp20.440 000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puiith
juta rupiah);

h pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjzan
Rp173.500.000.000,00 (seratus tujuh pulth tiga miliar lima rarus
juta rupiah);

i. pendapatan denda Pajak Daerah Rp1.785.089.297.968,00 (satu
triliun “ujuh ratus delapan puluh sembilan miliar delapan puluh
sembilan juta dua ratus semb:lan puluk tujun ribu sembi.an
ratus enam puluh delapan rupiah);

j. pendapatan denda retribusi Daerah Rp205.300.000.000,00 (dua
ratus lima miliar tiga ratus juta rupiah);

k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Rp18.459.783.072,00
(delapan belas miliar empat ratus lima pulun sembilan juta tujuh
ratus delepan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rapiah);

. pendapatan dari Pengembalian Rp.0,00 (ncl rupiah);

m pendapaten badan layanan umum daerah Rp 2.922.375.319.946,00
(dua triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh
puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus
empat ruuh enam rupiah);

n. pendapatan denda Pemanfaatan badan milik daerah yang tidzk
dipisahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupizh)

o. pendapatan denda atas Pelanggaran Perzturan Daerah
Rp306.009.000.000,00 (tiga ratus enam m:liar rupiah);

Pasal 6

Pendapatan Transfer sebagaimana cimaksud dzlam Pasal 3 huru® b
direncanakar. sebesar Rp18.457.238.970.000,00 (delapan belas
triliun emrat ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh
delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupian), yang terd:ri
atas:

a. pendapazan transfer pemerintah pusat;

b. nendapazan transfer antardaerah.



(2) Fencapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) auruf a direncanakan sebesar Rp18.457.238.970.000,00
(delapan belas triliun empat ratus lima puluh tujun miliar dua ratus
t.ga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh pulun ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(Z) huruf 5 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupizh).

Pasal 7

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.149.883.458.436.00
(tga triliun seratus empat puluh sembilan miliar delapan ra-us
delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat
retus tiga paluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;
b. dana dararat;

c lain-lain pendapatan sesuai dengan ketertuan peraturan
perundarg undangan.

(2) Pendapaten hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurc” a
direncanaxan sebesar Rp3.149.883.458.436,00 (tiga triliun seratus
empat puluh sembilan miliar delapan ratus <elapan puluh tiga juta
empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam
rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lein-iain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksu< pada ayat (1) hurc? ¢
rencanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Adapun untuk rincian objek pendapatan dirirci lebih lanjut dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkar dari Peraturzn
Gubernur ini.

Pasal 9

Anggaran Belan:a Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp74.513.763.379.256,0C (tujuh puluh empat t-iliun =nam ratus tiga
belas milar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh
sembilan ribu cua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modzl;

c. Belanja Tidax Terdugzs; dan
d.

Belanja Transfer.
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Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a direncanakan sebesar Rp59.649.667 $96.819,00 (lima ptluh
sembilan triliun enam ratus empat puluh Semtilan miliar eram
ratus enem puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh eram
r-bu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja negawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

C. belanja subsidj;

e belanja h:bah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada aya: (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp18.322.002.724.743,00 (celapan belas
triliun tiga ratus dua puluh dua miliar duzs juta tujuh ratus cua
puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
o direncanaxan sebesar Rp27.533.456.404.426,00 (dua puluh twuh
—riliun lima ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam
uta empat ratus empat ribu empat ratus dua pulun enam rupiak).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c
direncanaxar. sebesar sebesar Rp258.000.000.000,00 (dua ra-us
lima puluh delapan miliar rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pzda avat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp6.016.099.339.168,00 (enam triliun enam
belas miliar sembilan puluh sembilan juta t:ga -atus tiga puluh
semb:lan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaxsud pada avat (1) huruf e
Cirencanakan sebesar Rp2.963.126.545.202,00 idua triliun
sembilan ratus enam puluh tiga miliar seratus dua puluh enam juta
lima ratas empat puluh lima ribu dua ratus dua rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurc=f
direncanakan sebesar Rp4.556.982.983.280,00 (emmpaz triliun lima
razus lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan pulah
rapiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal -0
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.322.002.724.743,00
(delapan belzs triliun tiga ratus dua puluh dua miliar dua juta tujuh
racus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah),
yang terdiri ztas:



(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
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a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negarz;

b. tambzahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

c. tambehan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lairnya Aparatur Sipil Negara;

c. gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwzk-lan Rakvat Daerah;

€. gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Guberaur;

pererimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serza Gubernur dan Wakil Gubernur; dar

£ pegawai badan layanan umum daerah.

Caji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Kp6.329.152.567.743,00 (enam triliun tiga retus dua puluh
sembilan miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puiuh
tajuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga);

Tambanan penghasilan Aparatur Sipil Nega-a sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b cirencanakan sebesar
Kp9.568.563.973.033,00 (sembilan triliun lira ratus enam puluh
delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tipih
puluh ~iga ribu tiga puluh tiga rupiah).

Tambanan penghasilan berdasarkan pertimtangan objektif lainnya
Aparatar Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurcf c
direncenakan sebesar Rp1.863.251.453.828,90 (satu triliun delapan
ratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima pualuh satu juta empat
ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluk delapan rupiah.

Gaji dan turjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
R»164.543.744.200,00 (seratus enam puluh empat miliar 'ma ratus
empat puluk tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus
rupiah).

Gaji dan —unjangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e drencanakan sebesar
Rp2.829.678.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan
juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwszkilan Rakyat Daerzh
serta Gubernur dan Wakil Gubernur sebaga:mana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.314.379.493,00 (enam
ptluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus
tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiak).

Pegawai pegawai badan layanan umum daeran sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp323.846.928.446,00 (tiga ratus dua pulun tiga miliar delapan
ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ¢ua puuh delapan ribu
empat ratus empat puluh enam rupiah)

Pasal 12

Arggaran Be.anja Modal sebagaimana dimaks.d dalam Pasal 9 huraf
b direncanakan sebesar Rp13.703.221.170.855,00 'tiga belas trilicn
tujuh ratus t:ga miliar dua ratus dua puluh saru juta seratus tujzh
pw.uh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri dari:



(2)

(6)
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a. Belanja Modal tanah;

2. Belan:a Modal peralatan dan mesin;

c. Belan:a Modal gedung dan bangunan;

d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigas:;
e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja Modal aset lainnya.

Belanja Mocal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.906.508.513.628,00 (satu triliun
sembilan ratus enam miliar lima ratus delapan juta lima ratus -iga
belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.218.121.5C1.101,00 -iga
triliun dua ratus delapan belas miliar seratus -iga puluh satu juta “ma
ratus satu ribu seratus satu rupiahj.

Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.956.777.026.810,00 (tiga
triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar tajuh ratus tujuh
puluh tujuh juta dua puluh enam ribu delapan ratus sepuluh
rupiah).

Eelanja Modal ;alan, jaringan, can irigasi sebagzimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.422.938.626.417,00
(empat triliun empat ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus -iga
puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam =zibu empat ratus
tujuh beles rupiah).

Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.263.268&.853,00 (seratus
semkilan puluh sembilan miliar dua ratus eram ptluh tiga juta dua
ratus enam puluh delapan ribu celapan ratus lima puluh tiga
rupiah).

Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurui f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp904.427.731.082,00 (sembilan ratus
empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh -atus tiga puluh
satu ribu delapan puluh dua rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belarja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d
direncanakan setesar Rp356.446.480.500,00 (tiga retus lima puluh
enam miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan
puluh ribu lima ratus rupiah)
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Pasal .5

Uraien lebih lanjut mengenai objek, dan rincian objek belanja, di=nci
lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisakkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah (neto) Tahun Anggaran 2023 surnlus
sebesar Rp283.117.291.119,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus
tuyjuh belas juza dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan

belas rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pzmbiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.
Pasal 17

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 16 huruf a direncanakan sebesar R»9.40(C.439.814.055.00
(sembilan triliun empat ratus miliar empat ratus tiga puith
sembilan -uta delapan ratus empat belas ribu .ima puluh lima
rapiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnyz,
b. pencairan Dana Cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. pererimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan

=0

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran *ahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp7.977.722.849.353,00 (tujuh triliun sembilan ra-us tujuh pulah
tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat
puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagzimana dimaksud pada ayat 1)
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjtalan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp1 422.676.964.702,00 (satu triliva
erepat ratus dua puluh dua miliar enam ratas tujuh puluh enam
juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiak).

(6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud paca ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (ncl
rupiah).
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(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesua: dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimena dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (ncl rupiah)

Pasal 18

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar
Rp7.977.762.849.353,00 (tujuh triliun sembi.an ratus tujuh pt_uh
tujuh miliar tujuk ratus enam pulun dua juta delapan ratus empat
puluh sembilan ritu tiga ratus lima puluh tiga ripiah), yang terdiri azas:

a. pelampauar. penerimaan pendapatan asli daerah;
b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnye; dan

c. sisa lebih perhitungan anggaran belanja lainryva
Pasal 19

(1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan zsli daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Daerzh;
Retribus: daerah;

i

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisankan; dan
C. lain-lain Pendapatan Asli daerah yang san.

(2) Pajak Dezerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Retribusi Caerah sebagaimana dimaksud pada aya: (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
~upiah).

(5) Zain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Ep0,0C (nol rupiah)

Pasal 20

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaar sebagaimana cimaksud dalam
Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp9.167.322.522.936,00
(sembilan triliun seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua
puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga
puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatun tempo; dan

d. pemberian Pinjaman Daerah.



(3)

(1)
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Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp7.20¢ 033.€93.138,00 (tzjuh
triliun dua ratus sembilan miliar tiga pulak tiga juta enam rztus
sembilan paluh tiga ribu seratus tiga puluk delapan rupiah).

Pembayaran cicilan  pokok utang vang -atuh  tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl.782.271.240.223,00 (satu triliun tujun ratas delapan puluh
dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh
ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimalksuc pada ayar (1)
auruf ¢ direncanakan sebesar Rp176.017.589.575,00 (seratus tu-uh
puluh enam miliar tujuh belas juta lima ratus delapan puiuh
sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah,.

Pasal 22

Selisih artara anggaran Pendapatan Daerah cengan anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinva (defisit) sebesar
(Rp233.117.291.119,00) (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus
tajuh belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus
sembilan belas rupiah).

Fembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp233.117.291.119,00 (dua ratus tiga pulth tiga mii:ar
seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu serarus
sembilan belas rupiah).

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis badan layanan umum daerah diberikan
fleksioilitas pengelolaan belanja badan layanan umum daerah yang
bersumber dari pendapatan badan layanan tmum daerah dengan
membertimbangkan fluktuasi kegiatan operasiona. meliputi:

a.

kecenderungan/tren selisih anggaran pendzpatar: badan layaran
umum daerzh selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua)
tahun anggaran sebelumnya; dan

kecenderungan/tren selisih pendapatan badan layanan um-.m
dzerah selain APBD dengan prognosis tahun anggerar. berjalan.

Pasal 23

Uraiar: lebih ‘anjut APBD sebagaimana dimaksud calam Pasal 2 ;
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian ticak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:



_CIJ

10,

1L

12,

13.

Lampiran I

Lampiran IT

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

—_ampira=n XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
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Ringkasan Perjebaran APBD yang Diklasif’kasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Chjek
Pendapatan, Belanja, dar: Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub-Kegiatan, Kelompok. Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapazan, Belan:a, dar Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamst Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan TDaerah, Orgarisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obiek,
dan Rincian Oktjek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Aiam
Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan
Gas Alam/Tambahan Dara Bagi Hasil - Minvak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintakzn
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub-
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rinc.an
Objek Pendapatan, Belanja dan Fembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerntah Provinsi/
Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara;

Rekapitulasi dar. Sinkronisasi Peraturan Kepala
Daerah  Penjabaran APBD vang disajikan
berdasarkan Sumber Dana;

Daftar Alokasi anggaran Dansa Kapitasi per
Fasilitas Kesehatar: Tingkat Pertama;

Daftar  Alokasi Anggaren Dana Bantuzn
Operasional Pendidikan Per Sekolah;

Formulir Komitmen Pemerintah Daerzh
mengganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja
Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN ), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 24

Lampirar sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturar ini
dituangkan lebik: lanjut dalam dokumen pelaksaraan arggaran satuan
kerja perangkat <aerah dan unit kerja perangkar daerah sesuai dergan
ketentuan peratiuran perundang-undangzn.

Pasal 25

Peraturan Guberaur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerirtzhkan pengunda=gan
Peraturan Gukernur ini dengan penempatannyz dalam Berita Daerah
Provinsi Daeral: Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan ¢i Jakarta
pada tangga’ 30 Cesember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

~td

HERU BUDI HARTCNO

Diundangkan di Jakerta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUEOTA JAXKARTA,

t=-d
UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PRCVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMGCR 62037

Salinan sesuai dengar: aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS ‘BUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUEANAH
NIP1965C8241994032003



